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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pajak 

Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak 

Hiburan (X3), secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Badan Keuangan Dan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dari 

tahun 2015 s/d 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), 

dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 83,90% dan sisanya sebesar 16,10% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Pajak Hotel (X1) berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi 

sebesar -0,184 satuan. Pajak Restoran (X2) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar 1,157 satuan. 

Pajak Hiburan (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -0,302 satuan.  

 

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PAD 

  



 

 

 

 

Abstract 
This study aims to determine and analyze whether Hotel Tax (X1), Restaurant 

Tax (X2), and Entertainment Tax (X3) simultaneously and partially have a 

positive and significant effect on Regional Original Income (Y) in the Financial 

Agency and Regional Income of Bone Regency. Bolango. This type of research is 

quantitative research using secondary data in the form of Budget Realization Repo

rts from 2015 to 2019. The analysis technique used is multiple regression. Based 

on the results of research and analysis of Hotel Tax (X1), Restaurant Tax (X2), 

and Entertainment Tax (X3) simultaneously have a positive and significant effect 

on Regional Original Income (Y) of 83.90% and the remaining 16.10% is 

influenced by other variables outside the model. Hotel Tax (X1) has a negative 

and insignificant effect on Regional Original Income (Y), with a contribution of -

0.184 units. Restaurant Tax (X2) has a positive and significant effect on Regional 

Original Income (Y), with a contribution of 1.157 units. Entertainment Tax (X3) 

has a negative and insignificant effect on Regional Original Income (Y),with a 

contribution of -0.302 units. 

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, PAD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Pemberlakuan otonomi daerah telah membuka ruang bagi daerah dalam 

mengatur rumah tangganya sendiri untuk menentukan kebijakan dan penentuan 

peraturan lainnya. Berbagai aturan yang dirancang pemerintah daerah yang 

bertujuan untuk menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional. Berdasarkan 

wewenang dari pemerintah pusat tersebut, maka pemerintah daerah akan 

menjadikannya sebagai peluang dalam pengembangan potensi ekonomi di 

daerahnya masing-masing, Mentayani dkk (2014:31) 

Otonomi Daerah disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Indonesia merupakan Negara yang terdiri atas beberapa Provinsi dan 

setiap Provinsi terdiri atas beberapa daerah, terdiri atas daerah Kabupaten. Banyak 

daerah diindonesia pemerintahan sulit mengkoordinasi pemerintah pusat sehingga 

yang ada didaerah membuat memudahkan untuk pelayanan penataan dan 

pemerintah, maka yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi maka 

pemerintah pusat mengubah dalam yang tercantum Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 

Lahirnya otonomi daerah tersebut kebijakan Desentralisasi. Pada Tahun 



 

 

 

 

2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tidak 

sesuai lagi dengan dianggap perkembangan keadaan, penyelengaraan otonomi 

daerah ketatanegaraan dan tuntutan daerah sehingga digantikan dengan undang- 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kembali 

mengalami kedua perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pemerintah Daerah. 

Pemerintahannya berhak mengatur urusan sendiri pemerintah daerah, 

sehingga rencana kerja diperlukan dalam bentuk pendapatan suatu yang 

dijabarkan, pembiayaan dan belanja. Rencana kerja pemerintah daerah tersebut 

akan terasa optimal apabila penyelenggaraan pemerintah daerah diimbangi dengan 

keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan daerah adalah berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan telah menetapakan bahwa 

salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak adalah 

berdasarkan Undang-Undang kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 



 

 

 

 

Pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut diindonesia sangat 

berkaitan dengan dinamika yang berkembang pada masyarakat. Hal ini 

mendorong lahirnya reformasi perpajakan dan retribusi daerah pada tahun 2009, 

yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai diberilakukan tanggal 1 Januari 

2010. 

Pajak Daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni 

Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Kabupaten/ Kota menjadi 11 

pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak 

Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Pajak merupakan kewajiban kepada yang berwajib, maka dituntut 

kesadaran bagi wajib pajak untuk patuh melaporkan dan menyetor agar dapat 

meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). dari 11 Pajak Kabupaten/ Kota saya 

hanya dapat meneliti 3 yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 1.1: Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah 

 

Tahun Triwulan 
Pajak 

Hotel 

Pajak 

Restoran 

Pajak 

Hiburan 
Realisasi PAD 

2015 I 1.550.000 91.014.804 2.250.000 9.818.384.552 

 II 1.850.000 246.025.535 2.250.000 25.164.932.036 

 III 4.730.000 380.563.652 2.250.000 31.359.543.006 

 IV 5.530.000 579.815.712 2.250.000 54.420.838.966 

2016 I 2.650.000 132.020.289 - 11.799.250.889 

 II 3.650.000 353.262.877 - 27.739.873.854 

 III 6.000.000 597.590.562 5.310.000 45.485.851.229 

 IV 7.550.000 861.841.020 6.585.000 62.079.454.189 

2017 I 3.060.000 114.133.583 - 15.199.765.386 

 II 5.210.000 338.493.337 1.530.000 28.515.293.147 

 III 9.810.000 579.316.264 2.490.000 50.070.137.196 

 IV 12.260.000 979.521.012 9.831.000 86.197.832.174 

2018 I 4.800.000 165.505.588 6.371.000 12.011.705.447 

 II 9.470.000 464.176.819 10.274.000 30.693.888.114 

 III 15.020.000 768.416.503 11.586.500 45.104.701.361 

 IV 23.030.000 1.361.459.952 13.262.500 65.095.212.711 

2019 I 3.959.000 268.610.000 7.615.000 7.345.456.000 

 II 12.640.000 643.063.000 8.266.000 21.454.440.000 

 III 21.312.000 1.097.376.000 8.966.000 53.255.440.000 

 IV 26.612.000 1,628,046,000 8,966,000 75,724,604,000 

Sumber: Badan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Bone Bolango 

 
Dari data tersebut, terlihat jelas bahwa Pajak Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah dari tahun 2015 sampai 2018 dilihat dari laporan pertriwulan selalu 

mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan kinerja suatu 

daerah, untuk itu bagaimana pengaruhnya hal ini tentunya akan diteliti lebih 

lanjut. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut 

mengenai pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 



 

 

 

 

pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, yang 

diformulasikan dalam judul penelitian: “Pengaruh Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), 

Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3) Berpengaruh secara simultan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango (Y) . 

2. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1) 

secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango 

(Y). 

3. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah yang meliputi Pajak Restoran (X2) 

secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango 

(Y). 

4. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hiburan (X3) 

secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango 

(Y). 

1.3  Batasan Masalah 

 Megigat begitu luas ruang lingkup pajak daerah dalam penelitian ini maka 

penulis membatasi permasalahan tersebut dengan hanya membahas beberapa 

bagian pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.  



 

 

 

 

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian 

1.4.1   Maksud Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk dapat memperoleh data berupa Pajak 

Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) dan Pendapatan Asli 

Daerah (Y) pada Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

1.4.2 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah diatas, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui besarnya Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), 

Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango (Y). 

2. Untuk mengetahui besarnya Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), 

secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango 

(Y). 

3. Untuk mengetahui besarnya Pajak Daerah yang meliputi Pajak Restoran 

(X2) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone 

Bolango (Y). 

4. Untuk mengetahui besarnya Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hiburan 

(X3) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone 

Bolango (Y). 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi pembaca penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan 

tentang Pajak Daerah. 



 

 

 

 

2. Manfaat Praktis 

Melalu sumber ini dapat digunakan seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan 

yang menjadi wewenang dan tanggung jawab mereka dalam pendapat asli 

daerah. 

3. Manfaat Untuk Penelitian 

Sebagai peneliti yang akan mengadakan penelitian agar dapat 

menggunakan teori-teori yang telah dipelajari, sehingga dapat digunakan 

untuk refrensi dalam melakukan penelitian tersebut. 

  



 

 

 

 

                BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Pengertian Pajak 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang “perubahan 

keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

Menurut Waluyo (2011:2) pajak adalah “terutang kepada pengusaha oleh 

dan prestasi yang dipaksakan sepihak (menurut norma-norma yang ditetapkannya 

secara umum tanpa danya kontraprestasi dan semat-mata digunakan untuk mentup 

pengeluaran-pengeluaran”. Menurut Sugrisno Agoes (2014:6) “pajak adalah 

prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang 

dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara 

individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Dari pendapat 

diatas dapat disimpulkan Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang berhak 

memungut pajak hanyalah negara, berdasarkan undang- undang serata aturan yang 

ditetapkan oleh negara dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 



 

 

 

 

individual oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara yang bermanfaat bagi masyarakat. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2018:4) fungsi pajak dapat di bedakan menjadi 2 

bagian yaitu : 

1. Berfungsi sebagai anggaran (Budgetair) 

Yaitu merupakan pajak sebuah dana sumber untuk pemerintah dalam membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. 

2. Berfungsi sebagai mengatur (Regulerend) 

Yaitu merupakan alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2.1.3 Pemungutan Pajak 

 Selanjutnya Mardiasmo (2018:4) mengemukakan bahwa “dalam 

memungut pajak maka akan menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 

untuk itu pemungutan pajak dapat memenuhi syarat : 

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan). 

dengan Sesuai tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-ndang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang- 

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum da merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 

pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 



 

 

 

 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan 

banding kepada Pengadilan Pajak. 

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) Di 

Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak Menganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancuran kegiatan produkssi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan Harus Efisiaen (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasi pemungutannya. 

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

Pemungutan yang sederhana dapat memudahkan serta mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru”. 

2.1.4 Jenis Pajak 
 

Etty Muyassaroh (2013:8-9) mengemukakan bahwa “ada beberapa jenis 

pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain: 



 

 

 

 

a. Menurut golongannya: Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul 

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. Contohnya: pajak penghasilan (PPh). 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lai. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

2. Menurut sifatnya: 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam 

arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak 

Penghasilan (PPh). 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasar pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

3. Menurut lembaga pemungutnya: 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah”. 

2.1.5 Pengertian Pajak Daerah 

 Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- 

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 



 

 

 

 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soelarno 

dalam Lutfi (2006:7) pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara 

yang diserahkan kepada daerah,yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah 

didalam wilaya kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran 

daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibanya untuk mengatur dan 

menggurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 Dari pendapat diatas dapat disimpulkan Pajak Daerah adalah pemerintah 

daerah kepada masyarakat ditunjukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas- 

tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna 

meningkatkan daya tarif hidup masyarakat. 

 Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:” 

1. Pajak Provinsi 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan 

penguasaan kendaraan bermotor. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan 

hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua bela 

pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual 



 

 

 

 

beli, tukar menukar, dll 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan  

bahan bakar kendaraan bermotor.  

d. Pajak Air Permukaan 

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau 

pemanfaatan air permukaan. 

e. Pajak Rokok 

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipunggut oleh 

pemerintah. 

2. Pajak Kabupaten/ Kota 

a. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediaakan oleh hotel. 

b. Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediaakan oleh 

restoran. 

c. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

d. Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 



 

 

 

 

baik dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 

didalam atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkanPajak Parkir 

g. Pajak parkir 

adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediaakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. 

h. Pajak Air Tanah 

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air 

tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan pengusahaan sarang burung walet. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak 

bumi dan bagunan yang dimiliki , dikuasai dan dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutaan dan pertambangan. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas 



 

 

 

 

perolehan hak atas tanah dan bangunan”. 

1. Pajak Hotel 

 Sugianto (2008:43) mengemukakan bahwa “pajak hotel merupakan jenis 

pajak dalam bentuk pelayanan hotel, sedangkan hotel merupakan gedung 

yangkhusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dan memperoleh 

pelayanan, fasilitas lainnya selama menginap dengan dipungutbayaran, termasuk 

bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama”. 

 Yang menjadi objek pajak hotel yaitu pelayanan yang disiapkan yang 

meliputi : 

a. Hotel dengan fasilitas tinggal dalam jangka pendek, 

b. Pelayanan penunjang lainnya yang sifatnya memberikan kemudahan 

dan kenyamanan, 

c. Fasilitas olahraga atau hiburan untuk para tamu hotel, 

d. Termasuk juga jasa sewa ruangan pelaksanaan kegiatan acara/ 

pertemuan 

 Sedangkan subjek pajak hotel menurut Sugianto (2008:43) “adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan wajib 

pajak adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaanya adalah jumlah pembayaran 

yang dilakukan kepada hotel, sedangkan tarif paling tinggi sebesar 10% dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. Besarnya pajak hotel terutang dapat 

dihitung dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak”. 

2. Pajak Restoran 

 Sugianto (2008: 43-44) mengemukakan bahwa “pajak restoran adalah 



 

 

 

 

pelayanan atas pajak restoran, sedangkan restoran merupakan tempat untuk makan 

dan minum yang disediakan serta dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa 

boga. Selanjtnya Objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disiapkan oleh 

restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang 

mengonsumsimakanan didalam suatu restoran akan diakui pembayaran, termasuk 

dalam objek restoran atau rumah makan terhadap penjualan makanan 

danminuman. Namun, rumah makan tertentu yang tidak dikenakan pajak ialah 

restoran atau rumah makan dengan peredarannya tidak melebihi batas tertentu 

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah”. 

 Sugianto (2008: 44) menjelaskan bahwa “subjek pajak restoran adalah 

pribadi/badan yang melakukan pembayaran kepada restoran karena mengonsumsi 

makanan atau minuman, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran 

dan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh restoran, sedangkan tarif ditetapkan 

dengan peraturan daerah setempat, paling tinggi 10%. Besar pajak terutang 

diperoleh dengan mengalikan dasar penganaan dengan tarif”. 

3. Pajak Hiburan 

 Pajak hiburan merupakan jenis pajak dalam kegiatan hiburan, sedangkan 

hiburan adalah seatu jenis hiburan dalam bentuk pertunjukan, permainan, 

ketangkasan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau 

dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Penyelenggaraan suatu 

hiburan yang penontonnya dipungut bayaran akan dikenakan pajak yang disebut 

pajak hiburan/ pajak tontonan. Sugianto (2008:44) 

 Yang dimaksud dengan hiburan, antara lain, ialah tontonan  filim, 



 

 

 

 

kesenian, pengelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan 

biliar, permainan ketangkasan, panti pijar, mandi uap dan pertandingan olahraga. 

Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau pun bada usaha yang menonton atau 

menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan, sedangkan wajib 

pajaknya adalah orang pribadi atau badan-badan usaha yang menyelenggarakan 

hiburan dan tontonan. Dasar pengenaan pajak adalah pembayaran yang 

seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga atau tiket Cuma- 

Cuma. Tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah maksimum sebesar 35%. 

Untuk menghitung besarnya pengenaan pajak hiburan ialah dengan dengan jalan 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. Sugianto (2008:44-45) 

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah 

 Berdasarakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 

untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali perdanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

 Menurut Yoyo Sudaryo (2017:104) PAD merupakan akumulasi dari pos 

penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos 

penerimaan nonpajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan 

investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Menurut Mardiasmo (2016: 132), 



 

 

 

 

PAD adalah yang diperoleh penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah 

hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari pengertian diatas saya dapat 

menyimpulkan PAD adalah hasil pajak yang telah diterima dari beberapa pajak 

yang terdapat di daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. 

 Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber- 

sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 

1. Pendapatan Asli daerah Sendiri yang sah: 

a. Hasil Pajak Daerah 

b. Hasil Retribusi 

c. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan 

Daerah lainnya yang dipisahkan. 

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari: 

a. Sumbangan dari pemerintah 

b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan 

c. Pendapatan lain-lain yang sah 

 Dalam Febri Mandra (2013:10), dilaksanakan Peningkatan Pendapatan 



 

 

 

 

Daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Intensifikasi, melalui upaya:  

a. Dan Pendapatan permajaan objek dan subjek pajak dan retribusi 

daerah. Mempelajari kembali pajak daerah yang  dipangkas guna 

mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi. 

b. Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada. 

c. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai. 

2.  Penggalian sumber-sumber penerimaan baru 

 pendapatan daerah agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi 

tersebut Penggalian sumber-sumber harus ditekankan. Sebab, tujuan pada 

dasarnya melalui upaya eksentifikasi meningkatkan pendapatan daerah 

adalah ekonomi dimasyarakat untuk meningkatkan kegiatan. Dengan 

demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk 

mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat 

dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

  Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur 

yang penting meningkat bahwa paradigma yang berkembang dalam 

masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah 

merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk 

itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang 



 

 

 

 

dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

2.1.7  Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

 Menurut Samudra (2015:52) Pajak Daerah merupakan salah satu sumbe 

yang penting guna membiayai pendapatan  daerah  pelaksanaan daerah dalam 

pemerintah. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam kemandirian 

daerah, serta dilakukan perluasan objek pajak daerah perlu ditentukan dalam 

besarnya tarif menentukan pajak yang harus dibayarkan. 

 Menurut Fitriana (2014:1884) penerimaan pajak daerah semakin tinggi 

maka akan meningkatkan pendapata asli daerah, rendah penerimaan pajak daerah 

maka akan semakin menurun pendapatan asli daerah. dapat disimpulkan Maka 

bahwa pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
 

No 

 

Penelitian 

 

Judul 

Penelitian 

 

Metode/ 

Analisis 

 

Hasil Penelitian 

 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1. Regina 

Usman 

(2015) 

Pengaruh 

Pajak 

Daerah dan 

Retribusi 

Daerah 

terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kuantitatif Secara simultan 

Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah secara 

parsial Pajak 

daerah berpengaruh 

signifikan secara 

produktif terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah sementara 

Retribusi Daerah 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah. 

Pariabel 

independen yang 

digunakan Pajak 

Daerah dan pariabel 

independen yang 

digunakan adalah 

Pendapatan Asli 

Daerah 

perbedaannya yaitu 

pada penelitian 

Regina Usman ini 

variabel independen 

ditamba dengan 

Retribusi Daerah 

sebagai X2 

sedangakan 

penelitian saya 

hanya Pajak Daerah 

sebagai variabel 

independen 



 

 

 

 

2. Fikri 

dan 

Ronny

a 

(2017) 

Pengaruh 

Pajak Hotel, 

Pajak 

Restoran, 

Dan Pajak 

Hiburan 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kota Batu 

Studi Pada 

Dinas 

Pendapatan 

Kota Batu 

Tahun 

201202016 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan pajak 

hotel, pajak 

restoran dan pajak 

hiburan perngaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kota Batu 

baik secara 

simultan maupun 

secara parsial 

Persamaannya 

adalah 

menggunakan 

ketiga variabel x 

untuk dijadikan 

variabel penelitian. 

Perbedaannya pada 

penelitian ini 

menggunakan data 

laporan PAD 

berdasarkan 

triwulan 

3. Lewas

ari 

(2019) 

Pengaruh 

Pajak Hotel, 

Pajak 

Restoran 

dan Pajak 

Hiburan 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kota 

Bandar 

Lampung 

Menurut 

perspektif 

Ekonomi 

Islam Studi 

pada Badan 

Pengelola 

Pajak dan 

Retribusi 

Kota 

Bandar 

Lampung 

Kualitatif Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa pajak hotel, 

pajak restoran, 

pajak hiburan 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

PAD. Pajak Hotel 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

PAD. Pajak 

restoran dan pajak 

hiburan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

PAD dikota 

Bandar lampung. 

Persamaannya 

adalah adanya 

kesamaan variabel 

independen dan 

variabel dependen 

pendapatan asli 

daerah, 

perbedaannya 

adalah pada 

penelitian tersebut 

menggunakan data 

tahunan utuk 

melakukan analisis 

data sedangkan 

dalam penelitian ini 

menggunakan data 

secara triwulan. 

 

 



 

 

 

 

Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bone Bolango 

Pajak Daerah (X) 

Pajak Hotel 

(X1) 

Pajak Restoran 

(X2) 

Pajak Hiburan 

(X3) 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan suatu model kerangka 

pemikiran sehubungan dengan penelitian ini yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gamabar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 
2.3 Hipotesis 

1. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan 

Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

2. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bone Bolango.  

3. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Restoran (X2) secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 



 

 

 

 

Kabupaten Bone Bolango. 

4. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hiburan (X3) secara persial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

  



 

 

 

 

BAB III 

 
OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengaruh 

Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak 

Hiburan (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango. 

3.2 Metode Penelitian 

 

3.2.1 Metode Yang Digunakan 

 Metode yang digunakan adalah serangkaian tahapan penelitian yang 

menggambarkan prosedur penelitian, sampai pada menguji hipotesis penelitian, 

dan membuat suatu kesimpulan-kesimpulan yang valid mengenai hubungan atau 

saling mempengaruhi antara variabel independen dengan variabel dependen pada 

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

Kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini 

diambil dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah pemerintah 

daerah Kabupaten Bone Bolango ditahun 2015-2019 yang diperoleh dari Badan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

 Menurut Sugiyono (2013:23) “metode penelitian kuantitatif yaitu sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme, untuk digunakan 

meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 



 

 

 

 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang ditetapkan". 

3.2.2   Operasional Variabel Penelitian 

 Operasional variabel adalah batasan pengertian tentang variabel yang 

diteliti yang didalamnya adalah mencerminkan indikator-indikator yang akan 

digunakan untuk mengukur indikator-indikator yang bersangkutan. 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Skala 

Pajak 

Daerah 

Kabupaten 

Bone 

Bolango 

(X) 

Pajak Hotel 

(X1) 

Realisasi 
Pajak Hotel. 

Nominal 

Pajak 

Restoran 

(X2) 

Realisasi 
Pajak 

Restoran. 

Nominal 

 Pajak 

Hiburan 

Realisasi 
Pajak 

Hiburan. 

Nominal 

 (X3)   

   Sumber: X Badan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Bone Bolango 
 
 

Variabel Indikator Skala 

Pendapatan  
Pendapatan Asli Daerah 

 
Nominal Asli 

Daerah (Y) 

Sumber: Y berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 

 

 



 

 

 

 

3.2.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Menurut Sugiyono (2012:61). Populasi adalah wilaya generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan menurut Sudjana (2004:68), populasi adalah totalitas semua hasil yang 

menghitug pengukuran kuantitatif pada karakteristik tertentu mengenai 

sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa populasi 

merupakan keseluruhan hasil pengukuran yang menjadi suatu objek peelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Laporan Realisasi Anggaran 

Belanja Daerah Bone Bolango. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tahun Triwulan 
Pajak 

Hotel 

Pajak 

Restoran 

Pajak 

Hiburan 
Realisasi PAD 

2015 I 1.550.000 91.014.804 2.250.000 9.818.384.552 

 II 1.850.000 246.025.535 2.250.000 25.164.932.036 

 III 4.730.000 380.563.652 2.250.000 31.359.543.006 

 IV 5.530.000 579.815.712 2.250.000 54.420.838.966 

2016 I 2.650.000 132.020.289 - 11.799.250.889 

 II 3.650.000 353.262.877 - 27.739.873.854 

 III 6.000.000 597.590.562 5.310.000 45.485.851.229 

 IV 7.550.000 861.841.020 6.585.000 62.079.454.189 

2017 I 3.060.000 114.133.583 - 15.199.765.386 

 II 5.210.000 338.493.337 1.530.000 28.515.293.147 

 III 9.810.000 579.316.264 2.490.000 50.070.137.196 

 IV 12.260.000 979.521.012 9.831.000 86.197.832.174 

2018 I 4.800.000 165.505.588 6.371.000 12.011.705.447 

 II 9.470.000 464.176.819 10.274.000 30.693.888.114 

 III 15.020.000 768.416.503 11.586.500 45.104.701.361 

 IV 23.030.000 1.361.459.952 13.262.500 65.095.212.711 

2019 I 3.959.000 268.610.000 7.615.000 7.345.456.000 

 II 12.640.000 643.063.000 8.266.000 21.454.440.000 

 III 21.312.000 1.097.376.000 8.966.000 53.255.440.000 

 IV 26.612.000 1,628,046,000 8,966,000 75,724,604,000 

 Sumber : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango. 

2. Sampel 

 Sampel merupakan wakil atau bagian dari populasi. Sedangkan sampel 

dalam penelitian yaitu sebagian dari populasi yang diambil oelh peneliti sebagai 

sumber data yang mewakili seluruh populasi. Metode penentuan sampel yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sampel jenuh. 

Sampel jenuh berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2012:61-63), yang mengatakan bahwa, Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari 

sampel jenuh adalah sensus. 



 

 

 

 

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sensus metode. Sensus metode adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan menjadi sampel. Maka yang menjadi sensus metode 

dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Bone 

Bolango. 

Tahun Triwulan 
Pajak 

Hotel 

Pajak 

Restoran 

Pajak 

Hiburan 
Realisasi PAD 

2015 I 1.550.000 91.014.804 2.250.000 9.818.384.552 

 II 1.850.000 246.025.535 2.250.000 25.164.932.036 

 III 4.730.000 380.563.652 2.250.000 31.359.543.006 

 IV 5.530.000 579.815.712 2.250.000 54.420.838.966 

2016 I 2.650.000 132.020.289 - 11.799.250.889 

 II 3.650.000 353.262.877 - 27.739.873.854 

 III 6.000.000 597.590.562 5.310.000 45.485.851.229 

 IV 7.550.000 861.841.020 6.585.000 62.079.454.189 

2017 I 3.060.000 114.133.583 - 15.199.765.386 

 II 5.210.000 338.493.337 1.530.000 28.515.293.147 

 III 9.810.000 579.316.264 2.490.000 50.070.137.196 

 IV 12.260.000 979.521.012 9.831.000 86.197.832.174 

2018 I 4.800.000 165.505.588 6.371.000 12.011.705.447 

 II 9.470.000 464.176.819 10.274.000 30.693.888.114 

 III 15.020.000 768.416.503 11.586.500 45.104.701.361 

 IV 23.030.000 1.361.459.952 13.262.500 65.095.212.711 

2019 I 3.959.000 268.610.000 7.615.000 7.345.456.000 

 II 12.640.000 643.063.000 8.266.000 21.454.440.000 

 III 21.312.000 1.097.376.000 8.966.000 53.255.440.000 

 IV 26.612.000 1,628,046,000 8,966,000 75,724,604,000 

Sumber : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango. 

3.2.4 Jenis dan Sumber Data 

3.2.4.1  Jenis Data 

 Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang masi perlu 



 

 

 

 

dianalisis. 

3.2.4.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolanggo. 

3.2.5 Tehnik Pengumpulan Data 

Penggunaan teknik pengumpulan data penelitian memerlukan tehnik 

sebagai alat bantu agar pekerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah. Tehnik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 

kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan dan data 

yang relevan. Dokumentasi yang dilakukan dengan mengadakan penelaan 

dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Dokumen yang 

dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Badan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pajak Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2018. 

3.2.6 Metode Analisis dan Uji Hipotesis 

 

1. Metode Analisis 

 Untuk metode analisis ini peneliti mengunakan regresi berganda. untuk mengetahui 



 

 

 

 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), variabel independen 

sebagai faktor prediktor. Persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + € 

 

 

Gambar 3.1: Struktur Regresi Berganda 

 

2. Pengujian Hipotesis 
 

Uji Asumsi Klasik 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka 

untuk memenuhi syarat statistik parametrik maka perlu dilakukan pengujian 

asumsi klasik yaitu: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, 

asumsi isi ditunjukkan oleh nilai error yang distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau 

mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. 

Pengujian normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov- 

Smirnov dalam program SPSS. Menurut Singgih Santoso (2012:293) dasar 

pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan propabilitas (Asymtoc 

 

X3 

X2 

X1 



 

 

 

 

Significance), yaitu: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak 

normal. 

2. Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi 

ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi 

kolerasi, maka terdapat problem multikolineritas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 

terbukti ada multikolineritas, sebaiknya salah satu independen yang 

adadikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diuang kembali. 

Singgih Santoso (2010:234). Untik mendeteksi ada tidaknya 

multikolineritas dapat dilihat dari besarnya Variance Inflation Factor 

(VIF) dan Tolerance. Pedoman atau suatu model regresi yang bebas 

multikolineritas adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas 

VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala 

multikolineritas. Gujarati (2012:432). Menurut Singgih Santoso 

(2012:236) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

VIF =   1  Atau Tolerance  =      1  
 Tolerance   VIF 

 

3. Uji Autokolerasi 

Uji autokolerasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 



 

 

 

 

apakah dalam sebuah model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan 

penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) 

jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Tentu saja model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Singgih Santoso 

(2012:241). 

4. Uji t 

Uji t melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, 

pengujian ini melakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial 

antara variabel independen terhadap variabel dependen 

denganmengansumsikan bahwa variabel independen lain dianggap 

konstan. Menurut Sugiyono (2012:230), menggunakan rumus: 

 

t√n − 2 
t  =    

√1 − r2 
Keterangan: 

 
t = Distribusi t 

 
r = Koefisien kolerasi  

r
2
=Koefisiendeterminas 

n = Jumlah data 

5. Uji F 

Uji f adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. 

Pengujian ini melakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang terdapat didalam model secara bersama- sama (simulan) 



 

 

 

 

terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2012:257): 

R2/K 
f = 

(1 − R2)/(n − k − 1) 

Keterangan : 

 

R
2
 = Koefisien determinasi 

 
              K = Jumlah Variabel independen  

               n = Jumlah data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB IV 

 

GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN DAN  

 

PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian 

 Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dibentuk 

berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,  

Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan 

Organisasi, Penjabaran Tugas, dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Keuangan 

Penadapatan Daerah Bone Bolango. 

 Selaras dengan penyusunan  Rancangan  Kerja  Pemerintah  Daerah 

(RKPD), yang diatur dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 di mana 

mewajibkan pada setiap SKPD menyusun sebuah Rencana Kerja ( RENJA) 

SKPD, Penyusunan RENJA SKPD ini akan berpedoman pada RENSRA SKPD 

serta mengacu pada RKPD, Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (RAPBD),  Kebijakan  

Umum Anggaran ( KUA) dan Prioritas dan  Plafon  Anggaran  Sementara 

(PPAS). 

 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango 

Tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, 

penyusunanya dengan memeperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan 

pembangunan melalui penyelenggaraan Menimbang Tahunan yang 



 

 

 

 

diselenggarakan secara berjenjang untuk Rancangan Renja SKPD.  

 Kemudian pada tanggal 1 januari 2017 sesuai dengan Peraturan  Bupati 

Bone Bolango No 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah  Kabupaten 

Bone Bolango maka Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  AsetDaerah 

(PPKAD) berubah menjadi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD). 

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran BKPD 

 Pencapaian pembangunan akan berhasil jika memiliki arah yang jelas yaitu 

adanya suatu visi dan misi. Visi dan Misi selaras dengan Rencana strategi 

(Renstra) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program Pembangunan 

Daerah Oleh sebab itu Badan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah ( BKPD) 

Kabupaten Bone Bolango dalam mencapai visi dan misi ini telah membuat Rentra 

yang mencakup visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone Bolango Periode 

2016-2020. 

 Visi BKPD Bone Bolango yang berfungsi sebagai Pengelola Keuangan 

Daerah dalam rangka mendorong tercapainya suatu tatanan pemerintahan daerah 

yang baik ( Good Governance).  Adapun  Visi  Badan  Keuangan  dan  

Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango yaitu “sebagaimana menjadi 

pengelola keuangan daerah yang terpercaya ( amanah) guna mendorong 

terwujudnya tata pemerintah yang baik (Good Governance) melalui upaya 

peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah serta asset  yang  

tertib, efisien, transparan, bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang-

undang”. 



 

 

 

 

 Misi  yaitu  terkait  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  instansi  

pemerintah dari peraturan perundangan misi yang dirumuskan untuk 

“Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Profesional’’. 

Tujuannya yaitu“ Pengelolaan Keuangan Daerah Semakin Berkualitas” dengan 

indikator tujuan “ Meningkatnya Pengelolaan  Keuangan  Daerah”  dengan 

sasaran sebagai berikut. Sasaranya yaitu 1).Terwujudnya system dan prosedur 

pertanggungjawaban keuangan daerah.2). Terwujudnya peningkatan pengelolaan 

Barang Milik Daerah (BMD). 3). Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Dengan indicator sasaran : Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi 

  Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat BKPD Kabupaten  Bone  

bolango sebagaimana dijelaskan berikut ini “ 

1. Kepala Badan bertugas membantu Kepala Daerah dan mempunyai 

fungsi yaitu: 

a. Pengkoordinasiaan, menyusun dan melaksanakan aturan 

pengelolaan dibidang keuangan, bidang pendapatan, dan asset 

daerah. 

b. Pengkoordinasiaan, merumuskan aturan-aturan dalam 

pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah. 

c. Pengkoordinasian penyusunan penrencanaan dibidang keuangan, 

pendapatan dan asset daerah 

d. Mengkoordinasikan, menata dan mengkoodinir kegiatan 

operasional dibidang keuangan, pendapatan dan asset daerah. 



 

 

 

 

e. Mengkoordinir juga memimpin semua kegiatan dilingkungan 

bidang keuangan, pendapatan asset daerah. 

f. Mengkoordinasikan penyelengaraan aturan-aturan dan 

manajemen dalam bidang keuangan dan pendapatan asset daerah 

g. Mengkoordinasikan, mengendalikan,  mengevaluasi  dan  

penialian pada kegiatan program dan kegiatan dibidang keuangan, 

pendapatan dan asset daerah. 

h. Pengkoordinasian penyusunan laporan dibidang keuangan 

pendapatan dan asset daerah 

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dari  kewenangan 

Badan. 

2. Sekretaris. Tugas sekretaris meliputi tugas pada bidang umum 

kepegawaian, bidang keuangan, perencanaan program, evaluasi dan 

pelaporan selain itu juga menjalankan tugas-tugas sesuai instruksi dari 

pimpinan berdasarkan bidang tugasnya. Sekretaris memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rencana strategi 

program, pelaksanaan kegiatan dan membantu bagian keuangan 

dalam penyusunan laporan keuangan tahunan 

b. Menyusun rencana program kegiatan pelaksanaan tugas- tugas 

secara terpadu 

c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, 

administrasi keuangan, perencanaan program, evaluasi dan 



 

 

 

 

pelaporan 

3. Sekretariat terdiri dari : 

a. Bagian Umum dan Kepegawaian yang memilki fungsi  melakukan 

tugas dinas dibidang umum dan kepegawaian yakni: 

a. Melakukann pengendalian surat menyurat, mengelola arsip 

(kearsipan) dan keprotokolan. 

b. Melakukan pelayan dibidang administrasi umum demi 

kelancaran pelaksanaan tugas 

c. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian 

penggunaan perawatan inventarisdan usul penghapusan 

perlengkapan. 

d. Melakukan kegiatan inventarisasi,pemeliharaan dan 

penatausahaan asset milik negara dan daerah 

e. Melakukan pengelolaan urusan umum rumah tangga, 

perencanaan kebutuhan dan 

f. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana 

kewenangannya. 

b. Bagian Keuangan memiliki tugas dalam melaksankan tugas 

dibidang keuangan serta  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  

pimpinan  sesuai dengan bidangnya serta memilki fungsi lainnya 

yaitu: 

i. Melakukan koordinasi kegiatan administrasi keuangan 

 
ii. Melakukan penyusunan rencana pemakaian anggaran 



 

 

 

 

berdasarkan rencan operasioan kegiatan 

iii. Mencatat, mengolah dan menganalisis data 

pelaksanaan anggaran riutin dan pembangunan 

iv. Menginvertaris dan menyiapkan data realisasi 

anggaran sesuai rencana program kerja 

v. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan 

penempatan tenaga teknis 

vi. Mengumpulkan, mengolah penyajian data perencanaan 

 

vii. Melakukan evaluasi pelaksanaan program 

 

viii. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya 

 

a. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan. bagian ini 

memiliki tugas pada bidang perencanaan dan memilki fungsi 

lainya yaitu : 

i. Melaksanakan penyusunan rencana strategi  program  dan  

kegiatan tahunan 

ii. Melakukan koordinasi dalm rangka penyusunan rencana dan 

program pembangunan sarana dan prasarana 

4. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

pengelolaan data pelaporan, serta memilki fungsi lainnya yaitu: 

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang 

pengeloaan data dan pelaporan serta bidang pengembangan 

sistim akuntansi  sebagai dasar tugas 

b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan 



 

 

 

 

 

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan verifikasi bukti pembukuan 

 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh 

kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas kewenagan badan 

Bidang akuntansi terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan memiliki fungsi 
yaitu: 

 

i. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang 

pengelolaan data dan pelaporan 

ii. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang 

pengelolaan data dan pelaporan sebagai dasar pelaksanaan 

tugas 

iii. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah secara periodic 

iv. Melaksanakan penyusunan dokumen /data laporan 

keuangan bulanan, triwulan, dan semester 

v. Melaksankan  monitoring dan evaluasi kegiatan pada  

suatu bidang pengelolaan data dan pelaporan 

vi. Pelaksanaan fungsi-fungsi 

5. Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi memilki fungsi yaitu: 

a. Melaksankan penyusunan rencana kegiatan dibidang 

pengembangan akuntansi 

b. Melaksankan penyusunan kebijakan teknis dibidang 



 

 

 

 

pengembangan system akuntansi 

c. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi laporan realisasi APBD 

 

d. Melaksanakan penyusunan  laporan  keuangan  yang  terdiri  dari 

neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan 

ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Leb dan catatan atas 

laporan keuangan 

 

6. Bidang Pendapatan memiliki fungsi sebagai berikut yaitu: 

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencanakegiatan dan 

penyelenggaraan program dibidang pendapatan daerah 

b. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional proses 

penguatan pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, 

c. Mengkoordinir pendataan subyek dan objek pajak  serta  

penilaian objek pajak daerah  dan  retribusi  berdasarkan  

ketentuan  yang  berlaku 

d. Mengkoordinir perekaman, pengolahan data, analisis,  pencatatan 

dan penyajian informasi pendapatan daerahMengkoordinasikan 

penerbit ketetapan pajak daerah berdasarkan laporan intensifikasi 

dan ekstensifikasi pajak daerah 

e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan laporan pengendalian 

pengawasan terhadap unit kerja terkait dalam hal pengelolaan 

pendapatan daearah. 

Bidang Pendapatan Terdiri dari : 

 



 

 

 

 

a. Sub Bidang Pajak Daerah yang memiliki fungsi sebagai yang 

melaksanakan tugas dalam urusan  pajak  daerah  serta  memiliki  

fungsi lainnya yaitu: 

i. Menyusun perencanaan dan langkah-langkah kerja terkait 

pajak daerah 

ii. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang 

pelayanan pajak daerah 

iii. Menghimpun dan mengelola data objek pajak dan subjek 

pajak daerah serta potensi penerimaan melalui surat 

pemberitahuan  pajak daerah (SPTPD). 

iv Menyusun daftar induk wajib pajak daerah 

 

v Melakukan penetapan pajak daerah melalui surat 

ketetapan pajak daerah (SKPD) 

viii Melakukan sosialisasi pajak daerah pada  wajib  pajak  

daerah vii Melakukan pengawasan serta penagihan 

pajakMelukan penerimaan dan penyetoran pajak melalui 

bendahara penerimaan penyetoran kas daerah melalui surat 

setoran pajak daerah(SSPD) dan surat tanda setoran (STS) 

ix Melakukan pembukuan atau  penerimaan  pajak  daerah  dan   

x     Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya 

b. Sub Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan terdiri dari: 
 

i. Bidang Anggaran Dan Pengendalian Anggaran Yang 

memilki fungsi sebagai berikut : 



 

 

 

 

ii. Melaksanakan Penyusunan rencana kegiatan dibidang 

anggaran dan pengendalian anggaran 

iii. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang 

anggaran dan pengendalian anggaran sebagai dasar 

pelaksanaan tugas 

iv. Melaksanakan penyiapan draf penyusunan rancangan 

peraturan daerah tengatang APBD dan perubahan APBD. 

v. Melaksankan penyelenggaraan kebijakan teknis APBD 

 

vi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan 

dibidang anggaran dan pengendalian anggaran sebagai bahan 

penyusunan laporan 

vii. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya 
 

c. Sub Bidang Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut: 

i. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang 

perbendaharaan dan system informasi keuangan 

daerahMelaksanakan penyiapan kebijakan teknis  dibidang  

perbendahraan dan system informasi keuangan daerah 

sebagai dasar pelaksanaan tugas 

ii. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan 

daerah 

 

iii. Melaksankan penyusunan system operasioanal prosedur 

pengelolaan keuangan 

iv. Melaksankan penelitian daftar gaji 



 

 

 

 

 

v. Melaksankan penyiapan draf SKPP 

 

vi. Melaksanakan monitoring dan  evaluasi  seluruh  kegiatan  

dibidang  perbendaharaan  dan  system  informasi  keuangan  

daerah sebagai bahan penyusunan laporan 

vii. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya 

 
2. Bidang Aset, mempunyai tugas : 

 

a. Melakukan tugas pengelolaan asset daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk tertibnya kekayaan daerah 

b. Dalam melaksanakan tugas bidang asset, menyelenggarakan 

fungsi : 

 

c. Menghimpun kebijakan teknis pengelolaan asset daerah 

sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

d. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan asset daerah sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas 

e. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan asset daerah sesuai 

kebutuhan untuk menjadi program unit Merencanakan pengadaan 

dan pendistribusian barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan 

daerah sebagai pendukung kinerja pemerintah daerah 

f. Menginventarisir barang milik daerah sesuai jenisnya untuk 

mengetahui keadaan kekayaan daerah 

g. Melakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk dibebaskan dari daftar inventaris kekayaan 

daerah 



 

 

 

 

h. Menyusun rencana penyertaan modal / investasi daerah sesuai 

kebutuhan untuk peningkatan pendapatan daerah 

i. Melaksanakan  tugas  lainnya  sesuai perintah”. 

 

4.2 Deskriptif Data Objek Penelitian 

 

4.2.1 Deskriptif Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang diterbitkan setiap triwulan 

(tiga bulan) dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.  Penarikan 

sampel penelitian menggunakan metode sampel jenuh yaitu metode penentuan 

sampel yang dengan mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel. 

Terdapat 20 jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone Bolango yang dijadikan sebagai populasi. dan diperoleh sampel 

yang memenuhi kriteria sebanyak 17 sampel Laporan Realisasi Anggaran 

triwulan. Hasil dari proses penentuan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah 

ini.  

Tabel 4.1 

Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1. Populasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 2015-2019 20 

2. Data yang tidak lengkap 3 

 Jumlah sampel 17 

 
Sumber : Data olahan laporan keuangan triwulan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bone Bolango. 

 

 

 



 

 

 

 

4.2.2 Analisis Deskriptif Statistik 

 

Deskriptif statistik memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai tertinggi (max), dan nilai 

terendah (min). Analisis ini digunakan untuk mengetahui deskripsi variabel 

penelitian yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Untuk menggambarkan analisis deskriptif dari variabel-variabel 

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2 

Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pjk.Hotel 17 1.550 26.612 10.07841 7.521843 

Pjk.Restorn 17 91.014 1628.046 650.04876 425.962999 

Pjk.Hiburan 17 1.530 13.262 6.47365 3.774206 

PAD 17 7345.456 86197.832 41399.84218 23255.959058 

Valid N (listwise) 17     

Sumber : Data olahan dengan SPSS 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel 

yang digunakan sebanyak 17 sampel. Pajak hotel memiliki nilai terendah 1.550, 

nilai tertinggi 26.612, nilai rata-rata 10.07841 dengan standar deviasi 7.521843. 

Pajak restoran dengan nilai terendah 91.014, nilai tertinggi 1628.046, nilai rata- 

rata 650.04876 dengan standar deviasi 425.962999. Pajak hiburan dengan 

nilaiterendah 1.530, nilai tertinggi 13.262, nilai rata-rata 6.47365 dengan standar 

deviasi 3.774206. PAD dengan nilai terendah 7345.456, nilai tertinggi 86197.832, 

nilai rata-rata 41399.84218 dengan standar deviasi 23255.959058. 

 



 

 

 

 

1).  Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah salah satu jenis pajak yang dipungut langsung oleh 

Pemerintah Derah Kabupaten Bone Bolango kepada pengusaha hotel. Penerimaan 

pajak ini akan menambah jumlah pendapatan pajak daerah yang bermuara pada 

peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango. 

Penerimaan pajak hotel dimulai dari triwulan pertama sampai triwulan kempat 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Yang menjadi subjek dari pajak hotel 

adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas biaya hotel. 

Sedangkan wajib pajak adalah para pengusaha hotel. Yang menjadi dasar 

pengenaan pajak yaitu jumlah dari pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak 

dengan tarif tertinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Berdasarkan data statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa 

penerimaan pajak hotel dari tahun 2015 s/d tahun 2019 dengan nilai terendah 

1.550 atau Rp.1.550.000 yaitu penerimaan pajak hotel pada triwulan pertama di 

bulan  Januari 2015. Penerimaan pajak hotel tertinggi sebesar 26.612 atau 

Rp.26.612.000 yaitu terjadi pada triwulan ke empat tahun 2019. Nilai rata-rata 

perimaan pajak hotel selama lima tahun yaitu sebesar 10.07841 atau 

Rp.10.078.410. 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terssebut dapat dilihan 

perkembangan penerimaan pajak hotal selama lima tahun berturut-turut dari tahun 

2015 s/d tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.1 dibawah ini 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Grafik Perkembangn Pajak Hotel 

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan jumlah penerimaan pajak hotel dari tahun 2015 s/d tahun 2019. Pada 

tahun 2015 triwulan pertama jumlah penerimaan pajak hotel sebesar 

Rp.1.550.000. dan terus meningkat sampai triwulan keempat tahun 2015 sejumlah 

Rp. 5.530.000. Penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 triwulan pertama sebesar 

Rp.2.650.000 mengalamai peningkatan sampai dengan triwulan ke empat sebesar 

Rp.7.550.000. pada tahun 2017 triwulan pertama sebesar Rp.3.060.000. 

mengalami peningkatan sampai pada triwulan ke empat 2017 sebesar 

Rp.12.260.000. pada tahun 2018 triwulan pertama sebesar Rp. 4.800.000 dan terus 

meningkat sampai triwulan ke empat sebesar Rp.23.030.000. pada tahun 2019 

triwulan pertama sebesar Rp.3.959.000 dan meningkat menjadi Rp.26.612.000 

pada triwulan ke empat tahun 2019. 

2).   Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pajak Restoran 
 

 Sama halnya dengan Pajak hotel, Pajak Restoran juga merupakan salah 

satu jenis pajak yang dipungut langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 
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Bolango kepada pengusaha restoran. Penerimaan pajak ini akan menambah 

jumlah pendapatan pajak daerah yang bermuara pada peningkatan jumlah 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango. Pajak restoran adalah pajak 

yang dipungut atas pelayanan restoran. Penerimaan pajak hotel dimulai dari 

triwulan pertama tahun 2015 sampai triwulan kempat tahun 2019. 

Objek pajak respotoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran 

yaitu setiap orang yang mengonsumsi makanan didalam suatu restoran akan 

diakui pembayaran, termasuk dalam objek restoran atau rumah makan terhadap 

penjualan makanan dan minuman. Namun, rumah makan tertentu yang tidak 

dikenakan pajak ialah restoran atau rumah makan dengan peredarannya tidak 

melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Subjek pajaknya 

adalah pribadi/badan yang melakukan pembayaran kepada restoran karena 

mengonsumsi makanan atau minuman, sedangkan wajib pajaknya adalah 

pengusaha restoran dan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh restoran, 

sedangkan tarif ditetapkan dengan peraturan daerah setempat, paling tinggi 10%. 

Besar pajak terutang diperoleh dengan mengalikan dasar penganaan dengan tarif. 

Berdasarkan data statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak 

restoran dari tahun 2015 s/d tahun 2019 dengan nilai terendah 91.014 atau 

Rp.91.014.804 yaitu penerimaan pajak restoran pada triwulan pertama di bulan 

Januari 2015. Penerimaan pajak restoran tertinggi sebesar 1628.046 atau 

Rp.1.628.046.000 yaitu terjadi pada triwulan ke empat tahun 2019. Nilai rata-rata 

perimaan pajak restoran selama lima tahun yaitu sebesar 650.04876 atau 

Rp.650.048.760. Berdasarkan analisis statistik deskriptif terssebut dapat dilihan 
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perkembangan penerimaan pajak hotal selama lima tahun berturut-turut dari tahun 

2015 s/d tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.2 dibawah ini 

 

Gambar 4.2 

Grafik Perkembangan Pajak Restoran 

 
 

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan jumlah penerimaan pajak restoran dari tahun 2015 s/d tahun 2019. 

Pada tahun 2015 triwulan pertama jumlah penerimaan pajak restoran sebesar 

Rp.91.014.804. dan terus meningkat sampai triwulan keempat tahun 2015 

sejumlah Rp. 579.815.712. Penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 triwulan 

pertama sebesar Rp.132.020.289. mengalamai peningkatan sampai dengan 

triwulan ke empat sebesar Rp.861.841.020. pada tahun 2017 triwulan pertama 

sebesar Rp.114.133.583. mengalami peningkatan sampai pada triwulan ke 

empat tahun2017 sebesar Rp.979.521.012. pada tahun 2018 triwulan pertama 



 

 

 

 

sebesar Rp. 165.505.588 dan terus meningkat sampai triwulan ke empat sebesar 

Rp.1.361.459.952. Pada tahun 2019 triwulan pertama sebesar Rp. 268.610.000 

dan meningkat menjadi Rp.1.628.046.000 pada triwulan ke empat tahun 2019. 

3).       Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pajak Hiburan 

 

Sama halnya dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pajak Hiburan juga 

merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut langsung oleh Pemerintah Derah 

Kabupaten Bone Bolango kepada pengusaha restoran. Penerimaan pajak ini akan 

menambah jumlah pendapatan pajak daerah yang bermuara pada peningkatan 

jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango. 

 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan kegiatan hiburan. 

Penyelenggaraan suatu hiburan yang penontonnya dipungut bayaran akan 

dikenakan pajak yang disebut pajak hiburan. Pajak hiburang ini seperti/tontonan 

film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, 

permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap dan pertandingan 

olahraga. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau pun bada usaha yang 

menonton atau menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan,  

sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan-badan usaha yang 

menyelenggarakan hiburan dan tontonan. Dasar pengenaan pajak adalah 

pembayaran yang seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga 

atau tiket Cuma-Cuma. Tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah maksimum 

sebesar 35%. 

Berdasarkan data statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa 

penerimaan pajak hiburan dari tahun 2015 s/d tahun 2019 dengan nilai terendah 



 

 

 

 

1.530.000 atau Rp.1.530.000 yaitu penerimaan pajak hiburan pada triwulan kedua 

tahun 2017. Penerimaan pajak hiburan tertinggi sebesar 13.262 atau  

Rp.13.262.000 yaitu terjadi pada triwulan kedua tahun 2018. Nilai rata-rata 

perimaan pajak hiburan selama lima tahun yaitu sebesar 6.47365 atau 

Rp.6.473.650. 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terssebut dapat dilihan 

perkembangan penerimaan pajak hiburan selama lima tahun berturut-turut dari 

tahun 2015 s/d tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.3 dibawah ini 

 

 

 

  Gambar 4.3 

Grafik Perkembangan Pajak Hiburan 

 
 

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak 

hiburan dari tahun 2015 s/d tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 triwulan 

pertama sampai dengan triwulan ke empat tidak mengalami perubahan yaitu 

Rp.2.250.000. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2016 triwulan pertama dan 
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kedua nihil, sedangkan pada triwulan ketiga sebesar Rp.5.310.000 dan meningkat 

menjadi Rp.6.585.000 pada triwulan keempat tahun 2016. Pada tahun 2017 

triwulan pertama nihil pada triwulan kedua sebesar Rp.1530.000 dan terus 

meningkat sampai triwulan keempat tahun 2017 sebesar Rp.9.831.000. Pada tahun 

2018 triwulan pertama sebesar Rp. 6.371.000 dan terus meningkat sampai 

triwulan ke empat sebesar Rp.13.262.500. Pada tahun 2019 triwulan pertama 

sebesar Rp. 7.615.000 dan terus meningkat menjadi Rp.8.966.000 pada triwulan 

ketiga dan ke empat tahun 2019. Jika melihat perkembangan pajak hiburan pada 

triwulan ke empat tahun 2015 sebesar Rp. 2.500.000 naik pada triwulan ke empat 

tahun 2016 sebesar 6.585.000. selanjutnya triwulan kempat tahun 2017 naik 

menjadi Rp.9.831.000 dan tahun 2018 kembali naik menjadi Rp.13.262.500 

namun terjadi penurunan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019 sebesar 

Rp.8.966.000.. 

4).      Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Berdasarakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004  tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 

untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali perdanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

Berdasarkan data statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa 

penerimaan PAD dari tahun 2015 s/d tahun 2019 dengan nilai terendah 7345.456 



 

 

 

 

atauRp.7.345.456.000 yaitu penerimaan PAD pada triwulan pertama di bulan 

Januari tahun 2019. Penerimaan PAD tertinggi sebesar 86197.832 atau 

Rp.86.197.832.174 yaitu terjadi pada triwulan ke empat tahun 2017. Nilai rata- 

rata perimaan pajak restoran selama lima tahun yaitu sebesar 41399.84218 atau 

Rp.41.399.842.180. 

 Berdasarkan analisis statistik deskriptif terssebut dapat dilihan 

perkembangan penerimaan pajak hotal selama lima tahun berturut-turut dari tahun 

2015 s/d tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.4 dibawah ini 

 

 

Gambar 4.4 

Grafik Perkembangan PAD 

 

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan jumlah penerimaan pajak restoran dari tahun 2015 s/d tahun 2019. 

Pada tahun 2015 triwulan pertama jumlah penerimaan PAD sebesar 

Rp.9.818.384.552. dan terus meningkat sampai triwulan keempat tahun 2015 

Realisasi PAD 

Realisasi PAD 
 

86.197 

75.72
4 

62.07
9 

65.09
5 

54.4
2 

53.25
5 45.48

5 

50.0
7 45.10

4 
31.35
9 

25.164 

27.73
9 

28.51
5 

30.69
3 21.45

4 15.19
9 9.81

8 

11.79
9 

12.01
1 7.34

5 

15.115.215.315.416.116.216.316.417.117.217.317.418.118.218.318.419.119.219.31
9.4 



 

 

 

 

sejumlah Rp.54.420.838.966. Penerimaan PAD pada tahun 2016 triwulan pertama 

sebesar Rp.11.799.250.889. mengalamai peningkatan sampai dengan triwulan ke 

empat sebesar Rp.62.079.454.189. Pada tahun 2017 triwulan pertama sebesar 

Rp.15.199.765.386. mengalami peningkatan sampai pada triwulan ke empat tahun 

2017 sebesar Rp.86.197.832.174. Pada tahun 2018 triwulan pertama sebesar Rp. 

12.011.705.447 dan terus meningkat sampai triwulan ke empat sebesar 

Rp.65.095.212.711. Pada tahun 2019 triwulan pertama sebesar Rp. 7.345.456.000 

dan meningkat menjadi Rp.75.724.604.000 pada triwulan ke empat tahun 2019. 

Jika dilihat dari perkembangan PAD berdasarkan total penerimaan pada 

triwulan keempat dari tahun 2015 s/d tahun 2019 maka terjadi fluktuasi. Triwulan 

keempat tahun 2015 sebesar Rp.54.420.838.966, naik menjadi Rp.62.079.454.189 

pada triwulan keempat tahun 2016. Tahun 2017 triwulan keempat naik menjadi 

Rp.86.197.832.174, dan selanjutnya triwulan keempat tahun 2018 turun menjadi 

Rp.65.095.212.711, serta tahun 2019 triwulan kempat kembali naik menjadi 

Rp.75.724.604.000. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memeroleh model regresi yang 

memberikan hasil regresi yang baik yaitu Best Linier Unbiased Estimate (BLUE). 

Model regresi dikatakan BLUE apabila memenuhi syarat pengujian asumsi dasar 

klasik dengan metode Ordinary Least Square (OLS) diantaranya adalah data 

terdistribusi secara normal, tidak terdapat autokorelasi, multikolinieritas, dan 

heteroskedastisitas. Berikut ini penjelasan mengenai uji asumsi klasik tersebut 

sebagai berikut; 



 

 

 

 

4.3.1 Uji normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan normalitas data 

dengan analisis grafik histogram sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 4.3 

menunjukkan pola gambar dari grafik tersebut yang tidak terlalu menceng 

kekanan atau menceng kekiri yang menunjukkan pola distribusi data adalah 

normal. 

 

Gambar 4.5. 

Hasil pengujian asumsi normalitas Grafik histogram 

 
 

Uji normalitas data ini dapat dibuktikan dengan uji normal probability plot 

residual sebagaimana tampak pada gambar 4.4 Gambar tersebut menunjukkan 

bahwa data telah terdistribusi secara normal di mana terlihat garis observasi 

mendekati dan mengikuti arah garis diagonalnya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Hasil pengujian asumsi normalitas Grafik normal P-P Plot Residual 

 
4.3.2 Uji multikolinearitas 

 Pengujian ini berdasarkan pada model regresi penelitian apakah ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi seharusnya tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan 

melihat nilai tolerance, dan lawannya nilai variance inflation factor (VIF). 

Multikolonieritas diuji dengan cara membandingkan nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Multikolonieritas terjadi apabila nilai tolerance < 0.10 dan 

nilai VIF > 10. Berikut ini disajikan hasil pengujian multikolinearitas dengan 

menggunakan program SPSS 17 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini Tabel 

4.3 Pengujian Multikolinearitas. 

Variabel Tolerance VIF 

Pajak Hotel. 0.132 7.596 

Pajak Restoran 0.177 5.640 

Pajak Hiburan 0.477 2.096 

Sumber : Hasil Olahan Data dengan SPSS 17 



 

 

 

 

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas pada tabel diatas menunjukkan 

bahwa persamaan regresi telah lolos uji multikolinearitas dengan melihat nilai 

tolerance tidak ada yang di bawah 0.10 dan nilai VIF tidak ada yang di atas 10. 

4.3.3 Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan cara, yaitu 

dengan melihat grafik plot untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. 

Gambar 4.7 

Hasil pengujian scatterplots 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji asumsi 

homoskedastisitas dengan uji grafik scatterplots yang menunjukkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas), hal ini nampak di mana titik 

observasi tersebar secara acak di sekitar titik-titik nol pada sumbu Y. 



 

 

 

 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara 

satu pengamatan dengan pengamatan lainnya yang berbeda waktunya. Atau 

dengan kata lain autokorelasi ini akan menguji korelasi nilai residual satu 

pengamatan dengan residual pengamatan lainnya. Sementara asumsi dari OLS 

berhubungan dengan masalah residual ini yaitu tidak boleh terjadi adanya korelasi 

atau hubungan residual satu dengan residual lainnya. Pengujian autokorelasi dapat 

menggunakan Durbin Watson dengan melakukan perbandingan berdasarkan tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Tingkat Pengujian Autokorelasi 
 

Kesimpulan Daerah 

Pengujian 

Terdapat autokorelasi positif d < dl 

Ragu ragu dl  < d < du 

Tidak terdapat autokorelasi du  < d < 4-du 

Terdapat autokorelasi negatif 4-dl  < d 

 
0,946 dari hasil pengujian autokorelasi diketahui nilai d (durbin watson) 

pada tabel model summary adalah sebesar 0.946. Jika nilai k (variabel 

independen) adalah 3, dan n (sampel) adalah 17 dengan tingkat siknifikansi 5% 

maka didapat nilai tabel durbin watson dl = 0,8968 du = 1,7101 dengan 

demikianmaka berlaku kondisi dl < d < du (0,8968 < 0,946 < 1,7101. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan terdapat autokorelasi ragu-ragu. 

Untuk membuktikan dan lebih meyakinkan lagi maka maka perlu 



 

 

 

 

dilakukan pengujian run test terhadap hasil yang masih ragu-ragu tersebut. Hasil 

pengujian runs test autokorelasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Runs Test 

Runs Test 
 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea
 .03971 

Cases < Test Value 8 

Cases >= Test Value 9 

Total Cases 17 

Number of Runs 6 

Z -1.494 

Asymp. Sig. (2-tailed) .135 

a. Median 

Sumber : Data Olahan SPSS 17 

 
 

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 

0,135 (13,50%) hasil ini jika dibandingkan dengan 0,05 (5%) masih lebih besar 

nilai Asymp.Sig sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi 

dalam model penelitian ini. 

4.4 Analisis Regresi Berganda 

 

Setelah model dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji asumsi klasik, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi untuk menguji semua 

hipotesis penelitian. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi beganda karena menggunakan lebih dari satu variabel X yaitu 

Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3) dan satu variabel Y 

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

4.4.1 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

4.4.1.1 Analisis Data 

 



 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pandapatan Asli Daerah 

pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango . 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan triwulan realisasi 

anggaran pemerintah daerah dengan Periode pengamatan yaitu dimulai dari bulan 

Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2019. Data penelitian ini diolah 

dengan menggunakan program SPSS 17 dengan teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda. 

4.4.1.2 Pengujian Hipotesis 

1).   Uji Koefisien Regresi (uji F) 

 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji 

F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi pada tabel anova dengan 

nilai signifikansi yang digunakan yaitu pada level α = 0.05 (5%). 

Tabel 4.6  

Pengujian Koefisien Regresi 

ANOVAa
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 Regression 7.005 3 2.335 22.537 .000b
 

1 Residual 1.347 13 .104 

 Total 8.351 16  

 

a.  Dependent Variable: Lny 

b. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx2, Lnx1 

Sumber : Data Olahan SPSS 17 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel di atas menunjukkan 



 

 

 

 

hasil perhitungan statistik pada tabel anova dengan nilai sig sebesar 0.000 (0,0%) 

masih lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai sig yang ditetapkan yaitu 5%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen Pendapatan Asli Daerah (nilai sig pada tabel anova < dari nilai alpha 

5%). Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk menjelaskan pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2).   Uji Perkiraan Ketepatan Model (goodness of fit test). 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness of fit dari 

model regresi, yaitu seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hasil pengujian tersebut disajikan pada tabel model summary 

berikut ini; 

Tabel 4.7  

  Pengujian goodness of fit test 

     Model Summaryb
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .916a
 .839 .802 .32187 .946 

a. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx2, Lnx1 

b. Dependent Variable: Lny 

 

 Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa nilai R square adalah 

sebesar 0,839 atau 83,90%. Hasil ini berarti bahwa besarnya kontribusi variabel 

independen pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan yang dapat disumbangkan 



 

 

 

 

untuk perubahan variasi variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

sebesar 0,839 atau 83,90%, dan sisanya sebesar 0,161 atau 16,10% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain di luar model. Nilai R (korelasi) sebesar 0,916 atau 91,60% 

dengan kategori sangat kuat, sebagaimana ditunjukkan pada tabel interpretasi 

koefisien korelasi dibawah ini. 

Tabel 4.8 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R 
 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,40 – 0,59 Cukup kuat 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

Sumber : Riduwan (2012) 

3).    Uji parsial (Uji T) 

 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara parsial memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk 

pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Hasil perhitungan statistik pada 

pengujian parsial ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Tabel 4.9 

Pengujian Hipotesis Parsial 

          Coefficientsa
 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 4.083 1.169  3.493 .004   

Lnx1 -.184 .272 -.207 -.676 .511 .132 7.596 
1        

Lnx2 1.157 .250 1.222 4.620 .000 .177 5.640 

Lnx3 -.302 .162 -.301 -1.866 .085 .477 2.096 

a. Dependent Variable: Lny 
 

   Sumber : Data Olahan SPSS 17 

 

Nilai Pajak hotel (Lnx1) pada tabel coefficients menunjukkan nilai sig 

sebesar 0,511 (51,10%) yang berarti > dari nilai α 0.05 (5%), hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap 

PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif sebesar -0.184. 

Mengacu pada hipotesis yang diajukan di mana Pajak hotel berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis 

kedua yang diajukan tersebut. 

 Nilai Pajak restoran (Lnx2) pada tabel coefficients menunjukkan nilai sig 

sebesar 0,000 (0%) yang berarti < dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan 

bahwa variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan 

nilai koefisien beta menunjukkan arah positif sebesar 1.157. Mengacu pada 

hipotesis yang diajukan di mana Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang 

diajukan tersebut. 

Nilai Pajak hiburan (Lnx3) pada tabel coefficients menunjukkan nilai sig 



 

 

 

 

sebesar 0,085 (8,50%) yang berarti > dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan 

bahwa variabel pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, 

sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif sebesar -0.302. 

Mengacu pada hipotesis yang diajukan di mana Pajak hiburan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis 

keempat yang diajukan tersebut. 

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh 

variabel fluktuasi suku bunga BI rate terhadap profitabilitas (ROA) maka dapat 

dijelaskan dalam persamaan analisis regresi sederhana berikut ini: 

Y = 4,083 – 0,184 + 1,157 – 0,302 dengan R2 = 0,839 

 

1. Nilai konstanta sebesar 4,083 satuan artinya apabila variabel bebas 

diasumsikan bernilai nol, maka tingkat PAD sebesar 4,083 satuan jika 

variabel lain dianggap konstan. 

2. Koefisien regresi variabel Pajak Hotel (X1) adalah sebesar -0,184 satuan. 

Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak Hotel (X1) meningkat sebesar 

1 satuan, maka PAD turun sebesar -0,184 satuan. 

3. Koefisien regresi variabel Pajak Restoran (X2) adalah sebesar 1,157 satuan. 

Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak Restoran (X1) meningkat 

sebesar 1 satuan, maka PAD naik sebesar 1,157 satuan. 

4. Koefisien regresi variabel Pajak Hiburan (X3) adalah sebesar -0,302 satuan. 

Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak hiburan (X1) meningkat  

sebesar 1 satuan, maka PAD turun sebesar -0,302 satuan. 



 

 

 

 

5. Nilai R
2
 sebesar 0,839 atau (83,90%) menunjukkan besarnya pengaruh 

variasi variabel independen berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan 

terhadap PAD sedangkan sisanya sebesar 0,161 atau 16,10% dipengaruhi  

oleh variabel lain diluar model. 

4.5     Pembahasan hasil penelitian 

4.5.1 Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Berpengaruh 

Positif dan Signifikan terhadap PAD. 

 Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kontribusi variabel 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap PAD sebesar 83,90% dan 

sisanya sebesar 16,10% dipengaruh oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti 

Pajak Bumi dan Bangunan. Nilai korelai (r) sebesar 91,60%, hasil ini termasuk 

dalam kategori sangat kuat artinya Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan 

Pajak Hiburan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Pendapatan Asli 

Daerah. 

            Berdasarkan hasil analisis data statistik pada tabel anova sebagaimana 

yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pajak Hotel 

(X1), Pajak Hiburan (X2), dan Pajak Restoran (X3) berpengaruh positif dan 

signifika terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan demikian hipotesis 

pertama yang diajukan dalam penelitin ini dapat diterima. Kontribusi secara 

simultan adalah sebesar 83,90% yang menunjukkan bahwa peran dari pajak 

daerah di Kabupaten Bone Bolango sangat berkontibusi besar terhadap 

peningkatan PAD. Dengan demikian peran dari Pemerintah Daerah sangat 

dibutuhkan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut yaitu 

pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. 



 

 

 

 

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistiyani Lewasari (2019) bahwa secara simultan pajak hotel, pajak restoran, 

dan pajak hiburan secara serempak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar 

Lampung tahun 2003 sampai dengan tahun 2017. Pajak hotel pajak restoran dan 

pajak hiburan telah banyak memberikan manfaat pada pembangungan ekonomi 

Kote Bandar Lampung. 

4.5.2 Pajak Hotel Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan terhadap 

PAD. 

 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Pajak hotel (X1) pada tabel 

coefficients menunjukkan nilai sig sebesar 0,511 (51,10%) yang berarti >  dari 

nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hotel tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta 

menunjukkan arah negatif sebesar -0.184. Mengacu pada hipotesis kedua yang 

diajukan dalam penelitian ini yaitu Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua yang 

diajukan tersebut. Koefisien regresi variabel Pajak Hotel (X1) adalah sebesar 

-0,184 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak Hotel (X1) 

meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD turun sebesar -0,184 satuan. 

Analisis deskriptif penerimaan pajak hotel per triwulan 1 sampai 4 yang 

dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan adanya tren 

yang meningkat dari tahun ketahun terhadap penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Bone Bolango. Namun demikian meskipun terjadi tren peningkatan 

tetapi nilai ini dipandang tidak cukup signifikan terhadap penambahan jumlah 

PAD dari sektor pajak hotel. Sehingga hasil penelitian ini juga tidak signifikan 



 

 

 

 

terhadap penerimaan PAD. Misalnya penerimaan pajak hotel pada triwulan 

keempat tahun 2019 sebesar Rp.23.030.000 dimana total realisasi penerimaan 

PAD sebesar Rp.65.095.212.711. atau hanya sebesar 0,0354% yang dapat 

disumbangkan oleh pajak hotel terhadap total PAD Kabupaten Bone Bolango.. 

Meskipun hasil penelitian ini tidak signifikan namun diharapkan agar 

pemerintah daerah terus meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel tersebut 

mengingat Kabupaten Bone Bolango adalah daerah pemekaran yang terus 

mengalami peningkatan dari segi pembangunan terutama sarana fisik seperti 

pembangunan kampus Universitas Negeri Gorontalo yang akan menumbuhkan 

tingkat perekonomian masyarakat dari usaha hotel, rumah kos dan lain-lainya. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh oleh Sulistiyani Lewasari (2019) bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2003 sampai dengan tahun 

2017. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan hotel yang ada di 

Kabupaten Gorontalo belumlah banyak jika dibandingkan dengan kota Bandar 

Lampung. Namun demikian jumlah penerimaan ini dari tahun ketahun selalu 

mengalami peningkatan di mana hasil ini menunjukkan bahwa ada penambahan 

jumlah hotel dan penginapan yang dibangun di Kabupaten Bone Bolango. 

4.5.3 Pajak Restoran Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap PAD. 

 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Pajak Restoran (X2) pada 

tabel coefficients menunjukkan nilai sig sebesar  0,00  (0%)  yang berarti <  dari  

nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak restoran 

berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta 



 

 

 

 

menunjukkan arah positif sebesar 1,157. Mengacu pada hipotesis ketiga yang 

diajukan dalam penelitian ini yaitu Pajak Restoran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menerima hipotesis 

ketiga yang diajukan tersebut. Koefisien regresi variabel Pajak Restoran (X1) 

adalah sebesar 1,157 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak 

Restoran (X1) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD akan naik sebesar 1,157 

satuan. 

Analisis deskriptif penerimaan pajak restoran per triwulan 1 sampai 

triwulan ke 4 yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 

menunjukkan adanya tren yang meningkat dari tahun ke tahun terhadap 

penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bone Bolango. Tren peningkatan pajak 

restoran sangat signifikan memengaruhi PAD jika dibandingkan dengan pajak 

hotel yang meskipun terdapat tren kenaikan namun tidak cukup signifikan untuk 

memengaruhi PAD. Hasil pajak restoran pada triwulan keempat tahun 2019 

adalah sebesar Rp. 1,628,046,000 di mana total realisasi penerimaan PAD sebesar 

Rp. 75,724,604,000 atau sebesar 2,15% dari total PAD. Hasil penelitian 

inimenunjukkan bahwa pajak restoran merupakan penerimaan pajak yang 

potensial bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dan perlu 

ditingkatkan penerimaannya dari tahun ke tahun. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

oleh Sulistiyani Lewasari (2019), Fikri dan Ronny (2017) bahwa pajak restoran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bandar Lampung dan 

PAD Kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak 



 

 

 

 

restoran sangat berkontribusi besar terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Bone 

Bolango. 

4.5.4 Pajak Hiburan Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan terhadap 

PAD. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Pajak Hiburan (X3) pada tabel 

coefficients menunjukkan nilai sig sebesar 0,085 (8,50%) yang berarti > dari nilai 

α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta 

menunjukkan arah negatif sebesar -0,302. Mengacu pada hipotesis keempat yang 

diajukan dalam penelitian ini yaitu Pajak Hiburan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis 

keempat yang diajukan tersebut. Koefisien regresi variabel Pajak Hiburan (X3) 

adalah sebesar -0,302 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak 

Hiburan (X3) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD akan turun sebesar 0,302 

satuan. 

Analisis deskriptif penerimaan pajak restoran per triwulan 1 sampai 

triwulan ke 4 yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 

menunjukkan penerimaan pajak hiburan yang fluktuatif di Kabupaten Bone 

Bolango.  Hasil yang fluktuatif menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan 

yang tidak stabil dan jumlah penerimaan pajak ini tidak memengaruhi 

penerimaan PAD secara signifikan. Sebagai gambaran dapat dilihat pada 

penerimaan triwulan keempat tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.966.000 di mana 

total realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 75,724,604,000 atau sebesar 0,012% 



 

 

 

 

dari total PAD. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hiburan bukan merupakan 

penerimaan pajak yang potensial bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone 

Bolango dan perlu ditingkatkan lagi penerimaannya dari tahun ke tahun. Hasil 

penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani 

Lewasari (2019), yang mengemukakan bahwa pajak hiburang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. 

Pajak hiburan ditentukan dari banyaknya pengunjung atau penonton yang 

menikmati hiburan. Biasanya pajak hiburan diperoleh dari wisatawan baik 

domestik maupun wisatawan mancanegara yang ingin menikmati hiburan yang 

ada dalam objek wisata tersebut. Dengan demikian kenaikan atau peningkatan 

pajak hiburan ditentukan oleh jumlah pengunjung objek wisata. 

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi wisata yang cukup besar dan 

dapat dikembangkan menjadi wisata berskala regional dan nasional. Walaupun 

memiliki potensi wisata yang besar, namun pengelolaan dan pengembangan 

potensi wisata oleh pemerintah daerah belumlah dilakukan secara maksimal. Hal 

tersebut dapat dilihat dari infrastuktur objek wisata yang rusak dan terabaikan, 

tempat wisata yang kotor dan kumuh serta kurangnya koordinasi dalam 

melakukan penataan obyek sarana pariwisata sehingga sarana dan prasarana yang 

dibuat oleh pengelola pariwisata tidak teratur dan tidak terkontrol dengan baik. 

Banyaknya potensi pariwisata yang seharusnya mampu menjadi daya tarik dan 

menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah justru tidak optimal untuk dikelola 

serta terabaikan sehingga potensi penerimaan PAD tidaklah maksimal. 



 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pajak 

Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3), secara simultan dan 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) 

pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder 

berupa Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2015 s/d 2019. Teknik analisis 

yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(Y) sebesar 83,90% dan sisanya sebesar 16,10% dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar model. Dengan demikian hipotesis pertama Pajak Hotel (X1), 

Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat di terima. 

2. Pajak Hotel (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -0,184 satuan. 

Dengan demikian hipotesis kedua Pajak Hotel (X1) secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di 

tolak. 



 

 

 

 

3. Pajak Restoran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Pendapatan 

Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar 1,157 satuan. Dengan demikian 

hipotesis ketiga Pajak Restoran (X2) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di terima. 

4. Pajak Hiburan (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -0,302 satuan. 

Dengan demikian hipotesis keempat Pajak Hiburan (X3) secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di 

tolak. 

5.2 Saran 

 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diharapkan untuk terus 

meningkatkan fasilitas fasilitas yang berkaitan dengan penerimaan pajak 

hiburan yaitu memperbaiki dan menambah fasilitas untuk objek wisata serta 

membuka peluang wisata lainnya yang potensial seperti wisata pantai dan 

taman laut. Unuk pajak hotel diharapkan untuk lebih mengoptimalkan lagi 

penerimaan pajak hotel agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel 

penelitian ini dan dapat menggunakan sampel PAD secara tahunan dan 

menambahkan variabel lainnya yang tidak diteliti dan berpengaruh terhadap 

PAD seperti Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Retribusi Daerah. 
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Lampiran Data Sekunder 

 
Tabel Realisasi Anggaran Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

 

Tahun Triwulan 
Pajak 

Hotel 

Pajak 

Restoran 

Pajak 

Hiburan 
Realisasi PAD 

2015 I 1.550.000 91.014.804 2.250.000 9.818.384.552 

 II 1.850.000 246.025.535 2.250.000 25.164.932.036 

 III 4.730.000 380.563.652 2.250.000 31.359.543.006 

 IV 5.530.000 579.815.712 2.250.000 54.420.838.966 

2016 I 2.650.000 132.020.289 - 11.799.250.889 

 II 3.650.000 353.262.877 - 27.739.873.854 

 III 6.000.000 597.590.562 5.310.000 45.485.851.229 

 IV 7.550.000 861.841.020 6.585.000 62.079.454.189 

2017 I 3.060.000 114.133.583 - 15.199.765.386 

 II 5.210.000 338.493.337 1.530.000 28.515.293.147 

 III 9.810.000 579.316.264 2.490.000 50.070.137.196 

 IV 12.260.000 979.521.012 9.831.000 86.197.832.174 

2018 I 4.800.000 165.505.588 6.371.000 12.011.705.447 

 II 9.470.000 464.176.819 10.274.000 30.693.888.114 

 III 15.020.000 768.416.503 11.586.500 45.104.701.361 

 IV 23.030.000 1.361.459.952 13.262.500 65.095.212.711 

2019 I 3.959.000 268.610.000 7.615.000 7.345.456.000 

 II 12.640.000 643.063.000 8.266.000 21.454.440.000 

 III 21.312.000 1.097.376.000 8.966.000 53.255.440.000 

 IV 26.612.000 1,628,046,000 8,966,000 75,724,604,000 

  



 

 

 

 

Lampiran Hasil Pengujian Statistik 

 

 

Variables Entered/Removed
a 

 
Model Variables Variables Method 

 Entered Removed  
    

1 
Lnx3, Lnx2, . Enter 

Lnx1
b   

    
a. Dependent Variable: Lny  
b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R  Std. Error of the  Durbin-Watson   

    Square   Estimate      
              

1 .916
a 

.839  .802  .32187  .946   
a. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx2, Lnx1          

b. Dependent Variable: Lny           

     ANOVA
a 

       
Model   Sum of Squares df  Mean Square F  Sig. 

            

 Regression   7.005 3  2.335 22.537   .000
b 

1 Residual   1.347 13  .104     

 Total   8.351 16        
               

a. Dependent Variable: Lny  
b. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx2, Lnx1 

 
 

     Coefficients
a 

   
 Model  Unstandardized Standardized t Sig. Collinearity Statistics 
   Coefficients Coefficients     
          

   B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
         

 (Constant) 4.083 1.169  3.493 .004   

 1  Lnx1 -.184 .272 -.207 -.676 .511 .132 7.596 
 Lnx2 1.157 .250 1.222 4.620 .000 .177 5.640 

 Lnx3 -.302 .162 -.301 -1.866 .085 .477 2.096   
a. Dependent Variable: Lny  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 




